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Abstract: PT Asia Forestama Raya is a forest product processing factory for the wood industry's raw materials. Based on Article 74 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is stipulated that companies that carry out their business activities in the natural resources sector and / or fields related to natural resources are required to implement CSR. In Article 10 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province, it is stated that CSR programs can take the form of community economic empowerment. This research aims to explain the implementation of PT Asia Forestama Raya's CSR on community economic empowerment during the Covid-19 pandemic. The method used in this research is socio-legal research. During the Covid-19 pandemic, the public really expected a real contribution from PT Asia Forestama Raya. PT Asia Forestama Raya's obstacle in implementing community economic empowerment in Limbungan Village is that the financial condition of PT Asia Forestama Raya is currently in an unstable state. Efforts that can be made by the people of Limbungan Village if PT Asia Forestama Raya doesn’t carry out a CSR program are to convey their aspirations to Commission IV of DPRD Pekanbaru City. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province, it is stated that if PT Asia Forestama Raya doesn’t carry out CSR towards empowering the community's economy, the company can be subject to administrative sanctions by the Pekanbaru City Government.
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Abstrak: PT Asia Forestama Raya merupakan pabrik pengolahan kayu hasil hutan untuk bahan baku industri kayu. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas diatur bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Pada Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa program CSR dapat berbentuk pemberdayaan perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi CSR PT Asia Forestama Raya terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pada masa pandemi Covid-19, masyarakat sangat mengharapkan adanya kontribusi yang nyata dari PT Asia Forestama Raya. Hambatan PT Asia Forestama Raya dalam melaksanakan pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kelurahan Limbungan yaitu kondisi keuangan PT Asia Forestama Raya saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Limbungan apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan program CSR yaitu menyampaikan aspirasinya kepada Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan CSR terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemko Pekanbaru.
Kata kunci: CSR; Perekonomian Masyarakat; Covid-19
A. Pendahuluan
Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dalam etika bisnis antara lain yaitu prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, serta prinsip keadilan (Ridwan Khairandy, 2009). Dilihat dari sisi hukum bisnis, terdapat dua tanggung jawab yang harus diterapkan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat (Andrew Shandy Utama & Rizana, 2017).
Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis yang muncul dari adanya interaksi bisnis antarmanusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhannya sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang tidak terbatas (Fahmi, 2015). Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara perusahaan dan masyarakat, baik masyarakat yang terkena dampak langsung maupun dampak tidak langsung dari kegiatan operasional perusahaan tersebut (Andrew Shandy Utama, 2018). Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan (Andrew Shandy Utama & Rizana, 2018). Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara perusahaan dan masyarakat (Andrew Shandy Utama, 2018).

Di Indonesia, istilah tanggung jawab sosial perusahaan lebih dikenal dengan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR). Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkokoh landasan hukum pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau (Fahrial, Andrew Shandy Utama & Sandra Dewi, 2019). Pada Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi. Selanjutnya, pada Pasal 11 peraturan daerah tersebut juga disebutkan bahwa bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Beberapa bulan terakhir penyebaran wabah Covid-19 di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (Hasnati, Sandra Dewi & Andrew Shandy Utama, 2020). Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru menutup pusat-pusat keramaian dan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di beberapa kecamatan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat Kelurahan Limbungan. Masyarakat tentu sangat mengharapkan adanya kontribusi yang nyata dari PT Asia Forestama Raya di tengah pandemi Covid-19. Dari observasi penelitian yang dilakukan di Kelurahan Limbungan, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa program CSR PT Asia Forestama Raya sangat minim dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan perekonomian masyarakat.
CSR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan dalam rangka menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan tersebut (Suhendro & Andrew Shandy Utama, 2019). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi CSR PT Asia Forestama Raya terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat pada masa pandemi Covid-19?

B. Metodologi Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara, dan kuisioner di lokasi penelitian; sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuisioner, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan
Pada tahun 2007, terjadi perubahan yang signifikan mengenai CSR di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Andrew Shandy Utama, 2018). Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum pelaksanaan CSR di Indonesia. Ketentuan mengenai CSR diatur secara tegas dalam Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan CSR (Andrew Shandy Utama & Rizana, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas melengkapi dasar hukum pelaksanaan CSR di Indonesia. Ketentuan mengenai CSR diatur secara tegas dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR (Andrew Shandy Utama & Rizana, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
PT Asia Forestama Raya merupakan pabrik pengolahan kayu hasil hutan untuk bahan baku industri kayu (Suhendro, Andrew Shandy Utama & Ade Pratiwi Susanty, 2019). PT Asia Forestama Raya mulai beroperasi di Kota Pekanbaru sejak tahun 1986 dengan nama PT Rantau Jaya Sakti, yang berkedudukan di Kelurahan Limbungan. Pada awalnya perusahaan tersebut berdiri di atas lahan kosong berupa hutan di tepi Sungai Siak yang berada di pinggir Kota Pekanbaru. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, saat ini Kelurahan Limbungan telah berubah menjadi daerah padat penduduk. Dari observasi penelitian yang dilakukan di Kelurahan Limbungan, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa program CSR PT Asia Forestama Raya sangat minim dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2017, PT Riau Crumb Rubber Factory juga tidak melaksanakan CSR kepada masyarakat di Kecamatan Rumbai, tetapi tidak ada sanksi yang tegas dari Pemerintah Kota Pekanbaru kepada perusahaan tersebut (Andrew Shandy Utama & Rizana, 2017).
PT Asia Forestama Raya sebenarnya pernah melaksanakan CSR terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2008, PT Asia Forestama Raya menyediakan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Limbungan untuk pembuatan sebuah pasar tradisional yang dikelola oleh masyarakat dan pasar tersebut masih ada sampai sekarang (Andrew Shandy Utama, Rizana, & Tri Anggara Putra, 2019).
Program Integrated Farming System dan Program UMKM sebagai salah satu CSR dari PT Riau Andalan Pulp and Paper berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Pelalawan (Andrew Shandy Utama, 2018). Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dapat terwujud apabila seluruh komponen masyarakat ikut dilibatkan, termasuk partisipasi yang nyata dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut (Fahrial, Rini Fatriani & Andrew Shandy Utama, 2020). Dalam beberapa bulan terakhir penyebaran wabah Covid-19 di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru menutup pusat-pusat keramaian dan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di beberapa kecamatan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat Kelurahan Limbungan. Masyarakat tentu sangat mengharapkan adanya kontribusi yang nyata dari PT Asia Forestama Raya di tengah pandemi Covid-19.
Hambatan dalam pelaksanaan CSR PT Asia Forestama Raya terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kelurahan Limbungan dari sisi perusahaan yaitu kondisi keuangan PT Asia Forestama Raya saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil sehingga sudah tiga tahun tidak ada melaksanakan program pemberdayaan perekonomian masyarakat. Sedangkan, hambatan dalam pelaksanaan CSR PT Asia Forestama Raya terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kelurahan Limbungan dari sisi masyarakat yaitu minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
Program CSR sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan apabila dikemas dengan publikasi yang tepat (Hasnati & Andrew Shandy Utama, 2020). Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, maka dibutuhkan adanya pengawasan yang intensif dari pemerintah (Andrew Shandy Utama, 2020). Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Limbungan apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan program pemberdayaan perekonomian masyarakat yaitu menyampaikan aspirasinya kepada Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru agar perusahaan tersebut direkomendasikan menerima sanksi yang tegas dari Pemerintah Kota Pekanbaru.
Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan CSR terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Pemerintah Kota Pekanbaru serta pembatasan kegiatan usaha perusahaan, pembekuan izin usaha perusahaan, hingga pencabutan izin usaha perusahaan tersebut.
D. Penutup
PT Asia Forestama Raya merupakan pabrik pengolahan kayu hasil hutan untuk bahan baku industri kayu. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas diatur bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Pada Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa program CSR dapat berbentuk pemberdayaan perekonomian masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19, masyarakat sangat mengharapkan adanya kontribusi yang nyata dari PT Asia Forestama Raya. Hambatan PT Asia Forestama Raya dalam melaksanakan pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kelurahan Limbungan yaitu kondisi keuangan PT Asia Forestama Raya saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Limbungan apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan program CSR yaitu menyampaikan aspirasinya kepada Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan CSR terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
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